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BAHASA PERATURAN
PERUNDANG–UNDANGAN



Note Contoh
Penulisan huruf awal dari kata, frasa
atau istilah yang sudah didefinisikan atau
diberikan batasan pengertian, nama
jabatan,nama profesi, nama
institusi/lembaga
pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis
Peraturan Perundang-undangan dan
rancangan Peraturan Perundang-
undangan dalam rumusan norma ditulis
dengan huruf kapital.



Day 1

Di dalam Peraturan Perundang-undangan yang
sama, tidak menggunakan:
a. beberapa istilah yang berbeda untuk
menyatakan satu pengertian yang sama.
b. satu istilah untuk beberapa pengertian yang
berbeda.

Contoh:
Istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian
penghasilan. Jika untuk menyatakan penghasilan, dalam suatu
pasal telah digunakan kata gaji maka dalam pasal-pasal
selanjutnya jangan menggunakan kata upah atau pendapatan
untuk menyatakan pengertian penghasilan.
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Untuk menghindari perubahan nama
kementerian, penyebutan
menteri sebaiknya menggunakan
penyebutan yang didasarkan pada
urusan pemerintahan dimaksud.

Contoh:
1. devaluasi (penurunan nilai uang)
2. devisa (alat pembayaran luar negeri)

Penyerapan kata, frasa, atau istilah bahasa asing yang banyakdipakai dan telah
disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan jika:
a. mempunyai konotasi yang cocok;
b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
c. mempunyai corak internasional;
d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau
e. lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

Contoh:
Menteri adalah Menteri yang
menyelenggarakan urusan

pemerintahan
di bidang keuangan.



pilihan kata
atau istilah

Activities that can
be done



Gunakan kata paling, untuk menyatakan pengertian maksimum dan
minimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu.
Contoh untuk Perda:
 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda
paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan:
gunakan frasa paling singkat atau paling lama untuk menyatakan
jangka waktu;
Contoh 1:
Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1
(satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Gunakan frasa paling lambat atau paling cepat untuk menyatakan
batas waktu.
Contoh:
Surat permohonan izin usaha disampaikan kepada dinas perindustrian paling
lambat tanggal 22 Juli 2011.



a. Kata jika digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal (pola
karena-maka).
Contoh:
Jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, izin perusahaan tersebut dapat dicabut.

Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata
jika, apabila, atau frasa dalam hal.

b. Kata apabila digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang
mengandung waktu.
Contoh:
Apabila anggota Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti dalam masa
jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(4), yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis
masa jabatannya.

c. Frasa dalam hal digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi
yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka).
Contoh:
Dalam hal Ketua tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.



Untuk menyatakan pemenuhan suatu
kondisi atau persyaratan tertentu,
gunakan kata harus. Jika keharusan
tersebut tidak dipenuhi, yang
bersangkutan tidak memperoleh sesuatu
yangseharusnya akan didapat
seandainya ia memenuhi kondisi
ataupersyaratan tersebut
(1) Untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) seseorang harus
memenuhi syarat sebagai berikut:
a. memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik
yang sah;
b. berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3;
c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak



PENGACUAN
TEKNIK



PADA DASARNYA SETIAP
PASAL MERUPAKAN SUATU
KEBULATAN PENGERTIAN
TANPA MENGACU KE PASAL
ATAU AYAT LAIN. NAMUN,
UNTUK MENGHINDARI
PENGULANGAN RUMUSAN
DIGUNAKAN TEKNIK
PENGACUAN.



All
news?

good

Pasal 5
(1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a,
penyelenggara mengadakan koordinasi dengan
instansi vertikal dan lembaga pemerintah
nonkementerian.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkaitan dengan aspek perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan
evaluasi penyelenggaraan administrasi
kependudukan.

Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai
perizinan, bentuk badan hukum,
anggaran dasar, serta pendirian dan
kepemilikan Bank Syariah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 sampai  engan
Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bank
Indonesia.

PENGACUAN LEBIH DARI DUA TERHADAP
PASAL, AYAT, ATAU HURUF YANG BERURUTAN
TIDAK PERLU MENYEBUTKAN PASAL DEMI
PASAL, AYAT DEMI AYAT, ATAU HURUF DEMI
HURUF YANG DIACU TETAPI CUKUP DENGAN
MENGGUNAKAN FRASA SAMPAI DENGAN.

Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal
atau ayat dari Peraturan Perundang–undangan yang
bersangkutan atau Peraturan Perundang–undangan
yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal … atau sebagaimana
dimaksud pada ayat … .



Terima Kasih


